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Abstract: Thisstudy aimsto examine, discover the basicideas of the conceptual-theoretical framework
and implementation anti-corruption education through the Citizenship Education as reinforcement
learning nation’s character. This study used a qualitative approach, data collection techniques with
the documentation, interviews, and observation. These resultsindicate that the construction of civ-
ic education teachers about corruption and the corruption that contributed to the construction of
the students, in addition to the influence of mass media and electronics. Factors supporting the
character development of studentsthrough anti-corruption education is divided into two categories,
namely internal and external. Syllabus development, indicators, goal's, scenarios, learning resources,
media, models, methods, |earning strategies, and eval uation tools need to be repaired because there
are many shortcomings to be able to strengthen the nation’s character.

K eywor ds: anticorruption education, citizenship education, nations character

Abstrak: Penelitianini bertujuan untuk mengkaji, menemukan ide-ide dasar kerangkakonseptual -
teoritisdan implementatif pendidikan antikorupsi melaui pembelgjaran Pendidikan K ewarganegaraan
sebagal penguat karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpul-
an data dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
konstruksi guru Pendidikan Kewarganegaraan tentang korupsi dan antikorupsi memberikan andil
yang besar kepada konstruksi siswa, di samping pengaruh dari media massa dan elektronik. Faktor
pendukung pembinaan karakter siswamelalui pendidikan antikorupsi dibagi menjadi duagolongan,
yaituinternal dan eksternal. Pengembangan silabus, indikator, tujuan, skenario, sumber belgjar, media,
model, metode, stategi pembelgjaran, dan aat evaluasi perlu diperbaiki karenamasih banyak kekurang-
an untuk dapat memperkuat karakter bangsa.

Katakunci: pendidikan antikorupsi, PKn, karakter bangsa

Daam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia
tidak cukup hanyadengan penegakkan hukum (law
enforcement) semata, tetapi harus dihadapi dengan
semangat dan atmosfer antikorupsi melaui pendidik-
an. Salah satu upayayang dilakukan untuk menanam-
kan polapikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melaui
sekolah, karena sekolah adal ah proses pembudayaan
(Hassan, 2004). Sekolah sebagai lingkungan kedua
bagi siswadapat menjadi tempat pembangunan ka-
rakter dan watak. Caranya, sekolah memberikan nu-
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ansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk
menginternalisasikan nilai dan etikayang hendak dita-
namkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi.

Pendidikan Antikorups (PAK) dapat dimasukan
dalam kurikulum sekolah, namun tidak berdiri sendiri
sebagai mata pelajaran. PAK dapat diintegrasikan
dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada se-
hinggamampu mewarnai polapikir, sikap, dan perila
ku siswa. Untuk maksud tersebut dukungan kultur
daniklim sekolah sangat dibutuhkan terutamadalam
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konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter
siswa. Salah satu mata pel garan yang dapat mengin-
tegrasikan PAK adalah Pendidikan Kewarganegara-
an (PKn). PKn menjadi sangat strategis di tengah
upaya pemerintah dalam membangun karakter bang-
sa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai
dengan Perguruan Tinggi (PT). Dalam PKn akan
ditanamkan nilai-nilai dan kompetens baik menyang-
kut civic knowledge, civic skills, dan civic disposi-
tiong/virtue (Center for Civic Education, 1999).
Bahkan Zuriah (2011:1) menyatakan bahwa PKn
menjadi instrumen fundamental dalam bingkai pendi-
dikan nasional sebagai media pembentukan karakter
bangsa. Urgensi pembentukan pengetahuan, kete-
rampilan, dan watak/perilaku antikorups sebagai pilar
dalam pendidikan karakter bangsakarenaupayadila-
kukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan
korupsi, mulai dari pembuatan berbagai peraturan,
pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), dan penegakan hukum belum menunjukkan
hasi| yang menggembirakan. PAK di sekolah menga
jak siswa secara sadar membangun mental bahwa
korupsi adalah penyakit yang merugikan diri sendiri,
masyarakat serta masa depan bangsa (Darmawan,
2010:3). PAK di sekolah tidak diarahkan padaupaya
untuk melakukan gerakan praktis pemberantasan ko-
rupsi sebagaimana dilakukan oleh aparat penegak
hukum, tetapi |ebih menitikberatkan padapenanaman
pengetahuan dasar tentang korupsi dan antikorupsi,
sikap, dan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung ja-
wab, disiplin, ketaatan terhadap peraturan sekolah,
adil, kerjakeras, sederhana, danlain-lain.
Pandangan yang lebih eksplisit dalam kesimpul -
an penelitian disampaikan oleh Center for Indone-
sian Civic Education (2000: 43) bahwa content for
the new civic education should include key con-
cepts such as democracy, good governance, anti-
corruption, the constitutional, national identity,
and civic value. Hasil kesimpulan ini memberikan
penguatan urgensi wawasan antikorupsi sebagai sa-
lah satu paradigmabaru isi PKn. Rekomendasi Cen-
ter for Indonesian Civic Education menjadi salah
satu dasar dalam tujuan PK n padajenjang pendidikan
dasar dan menengah yaitu “ berpartisipasi secaraaktif
dan bertanggung jawab, dan bertindak secaracerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan ber-
negara, serta antikorupsi” (Permendiknas No. 22
Tahun 2006). Isi Permendiknas No. 22 Tahun 2006
menunjukkan betapa pentingnya PKn pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah sebagai wahaname-

nanamkan sikap dan perilaku antikorups yang selalu
inheren dengan perikehidupan siswasaat ini dan yang
akan datang.

AdanyaPAK dalam pembelgjaran PKn diharap-
kan mampu memberikan bekal awal tentang pengeta-
huan, pemahaman, dan akibat korupsi, sikap dan peri-
laku antikorupsi yang selalu terkonstruk dalam diri
siswa. Konstruk siswayang baik memandang korup-
si sebagai bentuk kelainan, penyakit, dan sejenisnya
sebagai manadalam teori fungsional struktural yang
disampaikan oleh Merton (1968, dalam Ritzer dan
Goodman, 2003) tentang anomie yang diadopsi dari
pandangan sosiolog dari Prancis Emile Durkheim.
Anomie merupakan kesenjangan antaratujuan-tujuan
sosial bersamadan cara-carayang sah untuk menca-
painya. Individu yang mengalami anomie akan beru-
sahamencapai tujuan bersamadari suatu masyarakat,
namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut
dengan sah karenaberbagai keterbatasan sosial. Aki-
batnya, individu akan memperlihatkan perilaku me-
nyimpang untuk memuaskan diri sendiri. Anomieme-
rupakan bentuk perilaku menyimpang karenaadanya
benturan dalam struktur sosial atau untuk mencapai
tujuan tertentu melalui bentuk-bentuk yang menyim-
pang (Johnson, 1986:154). Hal ini mengisyaratkan
bahwa korupsi dengan berbagai macam modus dan
tuj uannyamerupakan bentuk anomieyang tidak dapat
diterimaoleh kebudayaan.

Salah satu upaya mencegah korupsi dan me-
ngembangkan sikap antikorups melalui sekolahtelah
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provins JawaTimur
padatahun 2009. Upayatersebut diawali dengan me-
nyusun buku panduan PAK yang diberi nama Pendi-
dikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Anti
KKN). Sebagai pilot project ditetapkan tiga mata
pelgjaran yang mengintegrasikan PAK yakni PKn,
Agama, dan Bahasalndonesia, sertabudayasekolah
yang disisipi dengan PAK mulai Sekolah Dasar (SD)
sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Di-
nas Pendidikan Provinsi JawaTimur, 2009). Pilihan
strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap,
dan perilaku antikorupsi melaui pendidikan didasari
atas pemikiran bahwa sekol ah adal ah proses pembu-
dayaan, sebagai lingkungan kedua bagi anak yang
dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan
watak. Oleh karenaitu, jikasekolah dapat memberi-
kan semangat dan atmosfer yang sengajadiciptakan
untuk mendukunginternalisasi nilai, sikap, dan perila-
ku antikorups, diyakini akan dapat memberikan sum-
bangan yang amat berarti bagi upaya menciptakan
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generas bangsayang tangguh dan berperilaku antiko-
rupsi kelak di kemudian hari.

PAK melalui pembelgjaran PKn dan budaya se-
kolah yang tel ah dilaksanakan selama duatahun be-
lumdilakukan evauad, baik dari s kompetend, bahan
bacaan, strategi pembelgjaran, evaluasi, daniklim se-
kolah macam apayang mampu memberikan kontri-
busi serta penguat terhadap PAK di sekolah. Upaya
yang selamaini dilakukan sudah barang tentu masih
diperlukan andisisyang mendalam dan komprehensif
dalam rangkamemberikan saran, masukan, perbaik-
an, dan mempertahankan program yang samadi ma-
sadepan. Di sinilah urgens studi evaluatif interpreti-
visterhadap pelaksanaan PAK melaui pembelgjaran
PKndi sekolah perlu untuk dilakukan. Untuk itu maka
penelitian ini berupaya mengkaji, menemukan ide-
ide dasar kerangkakonseptual-teoritis dan implemen-
tatif PAK melaui pembel gjaran PK n sebagai pengu-
at dalam pembinaan karakter bangsa.

METODE

Pendlitian evaluasi ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Pemilihan pendekatan evaluasi kualitatif
ditempuh dengan pertimbangan sebagai upaya pe-
ngembangan program terutama dari sisi proses pe-
rencanaan dan penerapan serta“ menjaga agar tetap
naturalistik yang bergunauntuk mengkaji implemen-
tasi program” (Patton, 2009:13). Dengan penelitian
evaluatif dapat diketahui, dievaluas, dan dinilai berda
sarkan dampak sertahasil aktualnya, bukan semata-
mata tujuan yang diinginkan sebelumnya (Scriven,
1967 dalam Denzin dan Lincoln, 2009:702). Apayang
terjadi dalam program sering kali bervariasi seperti
hal nya perubahan kondisi, perbedaan |okasi, pelaksa
nadi lapangan, atau hal lain yang tidak dapat diramal-
kan atau diantisipasi sepenuhnya.

Dalam penelitian evaluatif ini pendliti mengguna-
kan metodeinterpretivis karena selalu berhubungan
dengan kontekstualisasi maknadan realitas sosial se-
laludikonstruksi secarasosial pula(DenzindanLin-
coln, 2009:704) berdasarkan atasinterpretasi dan re-
interpretasi secara konstan dari semua intensional,
perilaku manusiayang bermakna, temasuk perilaku
peneliti (Smit, 1989:85). Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara mendalam, ob-
servasi, dan dokumentasi. Wawancaradilakukan se-
telah mendapatkan data dokumentasi yang diperlu-
kan. Teknik wawancaramendal am digunakan untuk
memperoleh data tentang pandangan, pengalaman

guru PKn, dan siswatentang pel aksanaan PAK mela
lui pembelgjaran PKn. Sedangkan pandangan, penga
laman, pendapat kepal a sekol ah dif okuskan padavisd,
misi, budaya sekolah, dan kebijakan-kebijakan yang
mendukung pel aksanaan PAK di sekolah. Observasi

dilakukan untuk mendapatkan data tentang kondisi

riil berbagai rupakejadian, peristiwa, keadaan, tindak-
an terpola (Bungin, 2005:65) yang dif okuskan pada
strategi guru mengelolakelas, interaksi guru-siswa,
siswa-siswa, dan aktivitas selama pembel gjaran ber-
langsung. Budaya sekolah yang dimanifestasikan me-
lalui perilakuwargasekolah, kantin kejujuran, kedisi-
plinan, dan tanggung jawab didugamendukung pelak-
sanaan PAK. Dalam kaitan dengan observasi ini ma-
kapendliti penempatkan dirinyasebagai observer par-
tisipatif. Carapengumpulan datayang ketigaadalah
catatan dan dokumen, yang diperlukan untuk mem-
bantu dalam mel akukan analisis. Dokumen yang digu-
nakan dalam penelitianini adalah dokumen resmi baik
yang bersifat internal maupun eksternal. Dokumen
internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah
(2) visi, misi, program kerja, dan kebijakan sekolah
serta(2) silabus, Rencana Pel aksanaan Pembel gjaran
(RPP) mata pelgjaran PKn yang disusun guru. Do-
kumen formal yang dimanfaatkan meliputi: (1) Per-
mendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar |si

khususnya pada mata pelgjaran PKn jenjang SMP/
MTs, (2) Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Kelulusan khususnyapadamata
pelgjaran PKn jenjang SMP/MTs, (3) dokumentasi

lain yang dipandang perlu sebagai implementasi PAK

di sekolah. Agar memiliki tingkat kepercayaan yang
tinggi dalam penelitianini upayayang akan dilakukan
adal ah memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam
proses pengumpulan datadi lapangan baik pada saat
wawancaramaupun observasi, melakukan triangula-
si baik metode maupun sumber data, melibatkan te-
man sgjawat yang tidak ikut penelitian, dan melaku-
kan analisisnegatif.

Kriteriayang digunakan untuk mendapatkanin-
formasi adalah setting, actors, process (Miles dan
Huberman, 1993:56). Latar (setting) berkaitan de-
ngan situasi dan tempat berlangsungnyapengambilan
data, yakni di dalam kelas pada saat pembelajaran
berlangsung maupun di luar kelas. Pelaku (actors)
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah guru
PKn, kepalasekol ah, penanggung jawab kantin keju-
juran, dan siswa SMP. Sedangkan kriteria proses
(process) adalah wawancara dan observasi antara
peneliti dengan subjek/aktor berkaitan dengan fokus
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masalah penelitianini. Lokasi penelitian di SMPN A
(Surabaya), SMPN B (Lamongan), SMPN C (Pasu-
ruan), SMPN D (Maang), SMPN E (Mojokerto),
dan SMPN F (Madiun). Pemilihan lokasi dipilih atas
pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut ada
kantin kejujuran dan kesediaan dalam memberikan
informasi terkait dengan penelitianini. Informan da
lam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PKn,
penanggung jawab kantin kejujuran dan siswa.

Tahap-tahap analisis data secaraumum dilaku-
kan dengan cara membuat manajemen data secara
pragmatisyakni langkah-langkah yang diperlukan un-
tuk mengolah kumpulan data secara sistematik dan
koheren (Huberman dan Miles, 2009:591). Jikadata
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi telah
terkumpul akan dilakukan reduksi data, artinya data
yang demikian banyak disederhanakan berdasarkan
kerangkakerjakonseptual, pertanyaan penelitian, ka-
sus, instrumen penelitian yang digunakan. Datayang
telah terkumpul dirangkum, diberi kode, dirumuskan
berdasarkan tema, dikel ompokkan, dan disgjikan se-
cara tertulis. Setelah itu, dilakukan penyajian data
sebagai informasi padat terstruktur yang memungkin-
kan untuk diinterpretasi dan disimpulkan. Teknik anali-
sisyang digunakan dalam penelitian evaluasi adalah
analisis isi, domain, dan Focus Group Disscusion
(FGD). Ketigaanalisisdatadi atasdilakukan dengan
menggunakan langkah-langkah andisisinduktif seba
gaimana yang disampaikan oleh Patton (1990:390)
bahwa inductive analysis means that the patterns,
themes, and categories of analysis come from the
data, they emerge out of the data rather than
being imposed on them prior to data collection
and analysis. Ini berarti bahwadalam analisisinduk-
tif mencakup pola-pola, tema, dan katagori-kategori
yang berasal dari datayang telah dikumpulkan agar
bermakna baik.

HASL

Dalam pandangan kepala sekolah, korupsi di
Indonesia sudah sampai padatahap membahayakan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kami benar-benar miris (merinding) melihat ko-

rupsi di Indonesia yang melibatkan para pejabat

yang hilainya tidak tangung-tanggung, luar biasa
besarnya dan terjadi di semua kementerian, tanpa
terkecuali. Termasuk di lingkungan kementerian
agama yang notabene merupakan lembaga yang
identik dengan urusan iman, taqwa, dosa, pahala,

surga, dan neraka. Pejabat tinggi banyak yang

melakukan korupsi maka secara otomatis akan di-

tiru pgjabat yang di bawahnya. (Sumber: hasil wa-

wancara dengan kepal a sekolah: diolah).

Pernyataan yang tidak jauh berbeda disampai-
kan guru PKn, bahkan lebih detail dalam menyikapi.

Kami sangat heran dengan fenomena korupsi di
Indonesia, semakin hari bukannya berkurang teta-
pi semakin bertambah, baik di tingkat pusat mau-
pun daerah. Hukuman yang dijatuhkan ternyata
tidak memberi efek jera pelaku korupsi. Pemerintah
segera meninjau ulang hukuman bagi koruptor.
Misalnya, orang yang telah terbukti sah dan meya-
kinkan melakukan korupsi dengan kerugian di
atas 10 milyar rupiah perlu dihukum mati atau di-
miskinkan atau perlu diberi cap (label) sebagai
teroris berdasi. Pemberian hukuman mati dan la-
bel sebagai teroris, setidaknya kalau mau korupsi
akan berpikir ulang, karena akibat perbuatan itu
bukan saja bagi dirinya tetapi juga keluarga. Ba-
yangkan bagaimana keluarga kita kalau diberi
label sebagai teroris berdasi. Pemiskinan penting,
supaya setelah keluar dari penjara masih merasa-
kan akibat dari korupsi. Kami melihat banyak ko-
ruptor masih hidup bergelimang harta setelah kelu-
ar dari penjara. lamasih dapat hidup dengan layak
meskipun telah dipecat. Bahkan juga hidup dengan
terhormat. Ini kan menunjukkan bahwa hukuman
yang diberikan sama sekali tidak memberikan efek
jera. (Sumber: hasil wawancara dengan guru PKn:
diolah).

Masyarakat jugamemberikan andil yang cukup
besar dalam menyuburkan praktik korupsi di Indone-
sia. Indikator yang nampak misalnya, (1) memberi
uang kepadaoknum polisi karenamelanggar peratur-
anlalulintas, iatidak mau mengikuti prosedur resmi
dengan caramenghadiri sidang di pengadilan, (2) ba-
nyak orang yang mengambil jalur pintas agar lebih
cepat pada saat mengurus Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui ok-
num petugas, dan lain-lain.

Kepaa sekolah dan guru PKn sepakat bahwa
upaya penegakkan hukum yang menekankan aspek
sanksi sgjatidak cukup, tetapi harus diimbangi de-
ngan upayalain melalui PAK. PAK dapat dimasukkan
dalam kurikulum sekolah yang tertintegrasi maupun
berdiri sendiri sebagai matapelgjaran. Salah satu ma-
ta pelgjaran yang dapat mengintegrasikan PAK di
sekolah adalah PKn. Seperti halnya pilot project
PAK jenjang SMPdi JawaTimur yang sudah berjalan
segjak tahun 2009 terintegrasi pada mata pelajaran
PKnkelas VI, dalam bentuk kantin kejujuran, dan
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budaya sekolah. Padamatapelgjaran PKnkelas V1|
semester gasal secaraeksplisit ada K ompetensi Da-
sar (KD) yang berkaitan dengan korupsi dan anti-
korupsi.

Pengembangan rumusan tujuan PAK dalam
RPP pada pelgjaran PKn, kelas V111 semester gasal
jenjang SMP, dapat dilihat pada Tabel 1.

Sumber belgjar siswadalam PAK melalui pem-
belgjaran PKnyakni Buku Sekolah Elektronik (BSE),
Lembar KerjaSiswa(LKS), dan koran, yang diguna-
kan di seluruhlokasi pendlitianini. SMPN B, SMPN
C, dan SMPN D, menggunakan sumber tambahan
berupa peraturan perundang-undangan. SMPN A dan
SMPN F menambahkan internet sebagai sumber bel-
gjar, dengan memintasiswasecaramandiri melaku-
kan browsing dan mengunduh sebagai salah satu
tugas. Tidak satupun guru PKn mengembangkan se-
carakhususmateri korupsi dan antikorupsi yang digu-
nakan untuk kalangan internal sekolah. Alasanyang
disampaikan antaralain kurang mampu, tidak mempu-
nyai waktu, tidak efisien, dan sumber belgjar yang

ada sudah banyak sehingga tinggal memanfaatkan
sgja. Ada dua sekolah (SMPN B dan SMPN D)
menggunakan sumber belgjar media el ektronik, na-
mun tidak disebutkan secaraterperinci dalam RPP.
K etikaditanyakan kepadaguru PKn, iamemberikan
klarifikasi yang dimaksud dengan sumber belgjar
elektronik adal ah berita atau acarayang menyajikan
kasuskorupsi dari berbagai stasiun televisi. Sumber
belgjar ini biasanyadigunakan oleh guru untuk mem-
berikan gambaran, contoh, atau memperkuat konsep
tentang korupsi dan antikorupsi di luar buku paket.

Model dan metode PAK dalam pembelgjaran
PKn cukup bervarias seperti padaTabel 2, sementara
aktivitas di dalam kelas dapat dilihat pada Tabel 3.
PAK dalam pembel gjaran PK n juga dilakukan ases-
men untuk mengukur tingkat pencapai an tujuan. Tek-
nik asesmen yang dikembangkan guru PKn dapat
dilihat pada Tabel 4.

Pembel ajaran PKn padatopik korupsi dan anti-
korups di kelasV 111 semester gasal, mampu membe-
rikan bekal pengetahuan yang memadai bagi siswa

Tabel 1. Tujuan PAK dalam Pembelajaran PKn Kelas VIl yang Dikembangkan Guru pada KD

3.4 dan 3.5
Kognitif

Sekolah ci < ¢ o o o
SMP A 4 3 - 1 - - 8
SMPB 3 5 1 2 - - 11
SMPC 4 - - - - - 4
SMPD 3 5 1 2 - - 11
SMPE 1 2 2 - - - 5
SMPF 2 2 1 1 - - 6
Jumlah 17 17 5 6 0 0 45

Keterangan:

Sumber: datadokumentasi: diolah
C1, C2, dst. : tingkatan kognitif
A1, A2 dst. : tingkatan afektif

Tabel 2. Model dan Metode dalam PAK melalui Pembelajaran PKn

Model dan Metode yang Digunakan de

Sekolah Tanya Diskusi

Penu-

Ceramah Jawab Kelas gasan Koo-per
SMP A \Y \Y \Y, - \Y
SMPB \Y \Y \Y, \Y \Y
SMPC \Y \Y - \Y -
SMPD \Y \Y \Y, \Y
SMPE \Y \Y \Y, \Y
SMPF \ \ \Y -

Sumber: datadokumentasi: diolah
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Tabel 3. Aktivitas PAK dalam Pembelajaran PKn

Aktivitas Siswa dalam PA

Sekolah B;”fgelara'gn” Taya  KefjakalK  Diskusi

y Jawab S Kelp.

guru
SMP A Vv Vv Vv -
SMPB Vv Vv - Vv
SMPC Vv Vv Vv Vv
SMPD Vv Vv - Vv
SMPE Vv Vv - Vv
SMPF Vv Vv v Vv

Sumber: datadokumentasi:diolah

Tabel 4.Teknik Asesmen PAK dalam Pembelajaran PKn

Teknik Asesmen

Sekolah g et Objektif Lissn  Projek L}gﬁ
SMPA v Y,

SMPB v - - Vv Vv
SMPC Vv - Vv -
SMPD Vv Vv v
SMPE Vv v
SMPF Vv -

Sumber: datadokumentasi:diolah

SMP. Hal ini terlihat saat wawancara, mereka de-
ngan lancar dan percayadiri memberikan penjelasan
secaralisan tentang pengertian korupsi, sebab-sebab
korups, dan sikap yang jelasberkaitan dengan korups
di Indonesia. Siswamemaknai korupsi lebih banyak
pada aspek legal formal sebagaimana yang diatur
dalam undang-undang.

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan keu-
angan negara, mengambil dari negara yang bukan
menjadi haknya, terlambat mengajar itu sebenar-
nya juga korupsi. Tindakan mengambil uang/ba-
rang yang bukan menjadi haknya yang merugikan
negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok-
nya, menyontek termasuk bagian dari korupsi. Me-
nyalahgunakan wewenang untuk kepentingan
atau keuntungan pribadi dan merugikan keuangan
negara. Tindakan penyalahgunaan wewenang
atau jabatan, memperkayadiri sendiri yang dilaku-
kan secara disengaja dan merugikan kepentingan
atau keuangan negara (Hasil wawancara dengan
siswa: datadiolah).

Bagi sswvaSMPN A, C, D, F pengertian korups
lebih banyak dipengaruhi olehinformas yang disgji-
kan oleh guru maupun dari buku paket PKn kelas
V111. Sedangkan bagi siswaSMPN B dan E, membe-
rikan definisi bahwatindakan menyontek jugameru-
pakan korupsi. Hal ini karenadi SMPN B menyontek

dipahami sebagai tindakan korupsi dan mendapatkan
sanksi yang sangat tegas yakni kertas ujian disobek
limamenit sebelum ulangan berakhir setelah menda-
patkan peringkatan terlebih dahulu. Pemahaman sis-
wadi SMPN A, B, C, D, E, dan F tentang contoh
korups di Indonesiasebagian besar diperoleh melalui
pembelajaran PKn dan media cetak dan elektronik
sertainternet. K etika ada kasus-kasus korupsi besar
yang diberitakan secaraterus menerus melalui televis
mempunyai pengaruh setidaknya pada pengetahuan
siswa, misalnyakasus Gayus Tambunan. Siswajustru
lebih paham kasus Gayus Tambunan dibandingkan
kasus-kasuskorups di daerah (lokal) yang tidak dibe-
ritakan melalui televisi.

Dalam pandangan siswa, ada dua faktor orang
mel akukan korupsi, pertama, dorongan pribadi. Do-
rongan pribadi muncul karenakurangnyapengamalan
agama secarabenar (kurangnyarasakeimanan), kei-
nginan kaya dengan cara yang mudah dan cepat.
Kedua, berasal dari pengaruh lingkungan kerja, sis-
tem, dan kesempatan. Bagi siswa, antikorupsi dimak-
nai sebagai: (1) sikap mencegah korups yang dimulai
hal-hal sederhana, dari diri sendiri seperti disiplin, (2)
bertindak jujur apayang menjadi hak dan yang bukan
menjadi hak kita, (3) berani melaporkan apabilaada
tindakan korups yang dilakukan oleh siswa. Misanya,
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tidak membayar di kantin, menyontek, berbohong dan
lain-lain, (4) cara mencegah agar tidak melakukan
korupsi, apapun bentuknya, (5) sikap menentang se-
gdabentuk korups, mulai dari yang sederhanaseperti
jujur, malu jikaterlambat atau berbohong sampai de-
ngan mel aporkan ke pihak yang berwgjib jikadiperlu-
kan bilaadakorupsi di sekolah yang dilakukan oleh
guru atau kepala sekolah.

Sikap siswvamelihat kondis korupsi di Indonesia
sudah melampaui batas kewajaran. Siswamemberi-
kanindikator ketidakwajaran kondisi korupsi di Indo-
nesiaseperti: (1) jumlah yang dikorupsi sudah sangat
banyak sehingga akan dapat merugikan keuangan
negara, (2) dilakukan oleh para pejabat negarayang
seharusnyamemberikan contoh padarakyat, (3) seti-
ap kantor/kementerian selalu adakasuskorupsi. Keti-
kaditanyakan tentang wacanamemiskinkan koruptor
merekamasih mengalami kebingungan, karename-
rasatidak pernah mendapatkan informasi tentang hu-
kuman dengan caramembuat miskin bagi koruptor.
Akan tetapi mereka menyatakan ketidaksetujuannya
bilakoruptor dihukum mati. M erekaberargumen bah-
wa hukuman mati bagi koruptor merupakan salah
satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM).
K etika disodorkan sebuah pertanyaan tentang andai
orang tua Anda hanya sebagai seorang pegawai
biasa dengan gaji yang tidak terlalu besar tetapi
tiba-tiba mampu membeli rumah dan mobil yang
bagus, padahal tidak mempunyai penghasilan se-
lain dari gaji. Apa yang akan Anda lakukan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut, ada dua macam
pandangan. Pertama, berani menanyakan langsung
kepada orang tua dengan bahasa yang sopan tentang
asal uang yang digunakan untuk membeli rumah dan
mobil tersebut. Kedua, tidak berani menanyakan
langsung tetapi melalui perantarakakak atau ibu untuk
menanyakan kepadaorang tua (ayah). Alasan mere-
kaberani menanyakan karenajikabenar bahwauang
yang diperoleh berasal dari korupsi bukan sgjaorang
tuaakan berusaha dengan masal ah hukum akan tetapi
merekaakan mendapatkan rasamalu besar di sekolah
maupun di masyarakat. Rupanya mereka sering
membacadi koran bagai manaanak seorang koruptor
digjek dan dijauhi oleh teman-temanya.

PAK di sekolah akan berhasil apabiladidukung
oleh nilai-nilai tertentu yang dihabituasikan melalui
budayasekolah. Kantin kejujuran masih menjadi pilih-
an utamabagi sekolah untuk menghabituasikan nilai
kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, dan
rasa memiliki. Semua sekolah yang menjadi lokasi

penelitian ini mempunyai kantin yang ditunjuk oleh
oleh Dinas Pendidikan Proving JawaTimur berdasar-
kan atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Jawa Timur pada tahun 2009. Kejati Jawa Timur
memberikan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (du-
ajutarupiah) untuk membuat atau membukakantin
kejujuran di sekolah. Selama kurun waktu tahun
2009-2011, modd pengel olaan kantin kejujuran dibagi
menjadi duamacam, yakni semi terbukadan terbuka
penuh. Kantin model semi terbuka dengan variasi
(1) siswa mengambil barang kemudian membayar
dengan uang pas sesuai dengan harga barang dan ti-
dak bisamengambil uang kembalian, seperti di SMPN
A, (2) siswamenyerahkan uang dulu kepada petugas
jaga, jikauang untuk membeli memerlukan uang kem-
bali, tetapi jika menggunakan uang yang sesuai de-
ngan hargabarang, pembeli tinggal memasukan uang
pada tempat yang telah disediakan (dibuat seperti
kotak amal di magjid), seperti di SMPN B, (3) Siswa
memasukan uang ke tempat yang telah disediakan,
kemudian memintakepadapetugas untuk mengambil-
kan barang, seperti di SMPN F. Di SMPN F, kantin
kejujuran tidak menjual makanan ringan karenamen-
jadi sekolah sehat nasional. Jadi yang dijual makanan
yang tidak menggunakan pembungkus plastik, seperti
bakso, siomai, soto ayam, nasi pecel sehingga me-
mang penjua yang harus mengambilkan. Tetapi jika
yang dibeli pisang goreng, ketelagoreng, dan sgjenis-
nyamaka dapat mengambil sendiri. Terbukapenuh,
yakni pembeli secarabebas dapat mengambil barang,
menyerahkan uang, dan mengambil uang kembalian
secaramandiri (self service). Kantin tidak ada yang
menjaga dan hanya dicek petugas pada pagi dan
siang hari, seperti di SMPN C, D, dan E.
Berdasarkan atas |aporan keuangan selamaku-
run waktu 2009-2011 kantin yang masih bertahan
dan mendapatkan keuntungan di SMPN A, di SMPN
B, SMPN C, SMPN E, dan SMPN F. Sedangkan di
SMPN C selama periode 2009-2010 mengalami keru-
gian dan padatahun 2001 grafik keuntungan mulai
terlihat. Di SMPN D di samping mengalami kerugian
jugatidak adalagi aktivitasnya. Budayalain yang di-
kembangkan di semua sekolah yang menjadi lokasi
penditianini yang mendukung PAK adalah pengada
an kaskelasdan disiplin. Sedangkan di SMPN B di-
kembangkan budayaantimenyontek. Dalam pelaksa
naan budayaantimenyontek didukung penuh semua
guru dantidak adatoleransi terhadap perilaku kecu-
rangan padasaat ujian. Jikakedapatan siswamenyon-
tek pada saat ulangan harian, ujian tengah maupun
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akhir semester, limamenit sebelum waktu habismen-
jagaujian/guru menyobek lembar jawaban dan diberi-
kan kesempatan untuk mengerjakan lagi dalam sisa
waktu yang ada dan tidak ada tambahan.

PEMBAHASAN

Kepaa sekolah dan guru PKn sepakat bahwa
saat ini korupsi di Indonesiasudah sangat mengkha-
watirkan bukan sgjajumlah kerugian yang besar tetapi
telah mengurat akar atau membudaya dalam perike-
hidupan berbangsa dan bernegara. Di samping mem-
berikan hukuman yang setimpal, dalam pandangan
guru PKn parakoruptor layak untuk dimiskinkan se-
bagai bentuk keadilan yang berperikehidupan karena
dampak yang ditimbulkan demikian besar makaseca
raotomatis pemberian efek jerapun jugamenyentuh
perikehidupan koruptor. Temuan ini sangat menarik
karenakonstruksi guru PKn tentang korupsi mempu-
nyai dimensi yang luas, sampai dengan dimensi kon-
septual -teoritis.

Dimens konseptual-teoritisditunjukkan padaur-
gensi memberikan hukuman dengan caramemiskin-
kan koruptor. Memang tidak ada dalam peraturan
yang memberikan sanksi dengan cara memiskinkan
bagi koruptor. Dalam konteksini, guru PKn memak-
nai hukum bukan saja sebagai kaidah positif, legal
formal, legalistik-positivistik dengan “tel eskop perun-
dang-undangan” (Rahardjo, 1999:142), namun mele-
takkan padakonteks sosial yang lebih besar. Hukum
tidak semata-mata dipahami sebagai suatu institusi
yang esoterik dan otonom namun sebagai bagian dari
proses sosial yang lebih besar (Rahardjo, 1999:4).
Jkakorups hanyadimaknai sebagai bentuk perbuat-
anyang melanggar kaidah legal formal, hukuman fi-
sik dan dendamerupakan balasan yang wajar. Kondis
ini tentu tidak akan mampu mencerminkan perspektif
kepentingan yang lebih luas dalam pemberantasan
korupsi. Konstruksi guru PKn dalam konteks pembe-
rantasan korupsi jugatelah menyentuh aspek pemak-
naan hukum sampai pendulum yang mengarah pada
teori tatanan kebajikan. Konstruksi padatatanan ke-
bajikan ditunjukkan dengan kesediaan dan menerima
PAK sebagai kurikulumwajib di sekolah. Hal ini kare-
na PAK sebagai upaya untuk mengembangkan rasa
arete sebagai warga negara.

Pemaknaan korupsi guru PKn berdimensi kul-
tur, struktur, dan anomie sekaligus. Kultur sebagai
perangkat nilai normatif yang terorganisir, yang me-
nentukan perilaku bersamaanggota masyarakat atau

anggota kelompok (Merton, 1968 dalam Ritzer dan
Goodman, 2003:142). Menurut kepala sekolah dan
guru PKn, korupsi telah menjadi budayakarenaterjadi
tingkat pusat sampai di daerah. Masyarakat ternyata
jugamemberikan andil dalam menyuburkan praktik
korups, seperti: (1) memberi uang padaoknum polisi
karenamelanggar peraturan lalulintas, (2) mengambil
jalur pintasagar |ebih cepat pada saat mengurus K ar-
tu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat |jin Mengemudi
(SIM) melalui oknum petugas, dan lain-lain. Praktik
korupsi di atas dalam pandangan guru dan kepala
sekolah merupakan bentuk kultur karenaterorganisai
dengan baik yang melibatkan struktur. “ Struktur sosi-
a dimakna sebagai seperangkat hubungan sosial
yang terorganisir dengan berbagai macam carameli-
batkan anggotamasyarakat atau kelompok di dalam-
nya’ (Merton, 1968 dalam Ritzer dan Goodman,
2003:142). Pemaknaan korupsi dalam perspektif teori
hukum dan sosiologi oleh guru PKn diperkuat dengan
pentingnyaPAK di sekolah karenamerupakan fungsi
pendidikan dalam rangka mengkonstruksi perilaku
dan sebagai gerakan budaya. Budaya memberikan
kerangka berpikir bagi manusia. Sesuatu dipandang
salah atau benar bergantung pada sudut pandang
yang dipergunakan.

Lembaga yang menempati posisi strategis da-
lam pengembangan budaya antikorupsi adal ah seko-
lah. Hal ini karena“fungsi pendidikan adalah untuk
mel akukan koreksi budaya’ (Eby, 1952, dalam Dar-
mawan, dkk, 2008; Hassan, 2004; Muhari, 2004;
Zuriah, 2008), yaitu koreksi terhadap budaya tidak
baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyara-
kat. Pentingnya PAK di sekolah sejalan dengan pan-
dangan yang dikemukakan Heyneman (2002:75)
bahwa ...public good nature of education and edu-
cation’s role in affecting social cohesion because
education serves as a way of modeling good be-
havior for children or young adults, allowing an
education system to become corrupt may be more
costly than allowing corruption in the customs
service or the policy. Sementara dalam pandangan
Gugur dan Shah (2002) untuk mereduksi korupsi da-
lam suatu negara diperlukan adanya partisipasi war-
ganegaradalam berbagai bentuk seperti mendirikan
L SM, melakukan advokasi, berpendapat melalui me-
dia, melalui sekolah sehinggamenumbuhkan kepeka-
an jikaterjadi korupsi. Pandangan yang berbeda di-
sampaikan Quah (2002) untuk pemberantasan korup-
si perlu tigamodel: (1) anti-corruption legislation
with no independent agency, (2) anti-corruption
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legislation with several agencies, (3) anti-corrup-
tion legislation with an independent agency. Mo-
del yang dikembangkan Quah (2002) menekankan
padaaspek penegakkan hukum melalui pembentukan
undang-undang dan lembaga pemberantasan korupsi
yangindependen. Hasil penelitian yang dilakukan Jain
(2001) bahwa sikap antikorupsi harus dibangun dari
proses: (1) interaksi pemimpin pilihan rakyat dengan
birokrat, (2) interaksi antarabirokrat dengan anggota
legidatif, (3) interaksi antarabirokrat dengan rakyat.
Dalam polainteraksi di atasterjadi peluang bureau-
cratic corruption atau korupsi birokrasi. Wargane-
garaharusdiberi pemahaman bahwainteraksi-inter-
aksi itulah yang menjadi pangkal terjadinyakorupsi.

Hasil penelitian serupajugadilakukan oleh Sven-
sson (2005); Telladan Ades (2007) dalam memerangi
korupsi harus menggunakan pendekatan penegakkan
hukum yakni dengan mengedepankan peraturan per-
undang-undangan yang sangat rinci dan jelas yang
dilengkapi dengan penegakan secaraketat. Peneliti-
an Svensson (2005); Tella dan Ades (2007) sama-
samamemberikan contoh riil yang berhasil menggu-
nakan pendekatan ini, yakni Hong K ong dan Singa-
pura. Secarakebetulan kedua negaratersebut memi-
liki kesamaan dengan wilayah dan jumlah penduduk
yang kecil sertasektor ekonomi utamaadal ah perda-
gangan. Dari sisi politik pun juga dianggap sebagai
negarayang bukan demokrasi. Hasil pendlitian Sven-
sson (2005) dan Telladan Ades (2007), dikritik Wija
yanto (2009:44) bahwa pendekatan penegakkan hu-
kum belum tentu cocok diterapkan di Indonesia, kare-
nadengan tindakan represif di negarademokrasi bu-
kan tidak mungkin akan mengundang protes, belum
lagi ditambah dengan kondisi yang begitu kompleks
dan beragam seperti Indonesia merupakan tantangan
yang tidak mudah. Pengembangan pendekatan yang
lain seperti bussinesman approach, market or
economist approach, cultural approach mutlak di-
perlukan. PAK di sekolah merupakan bentuk cultural
approach dalam rangka pecegahan korupsi. Dalam
konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, pem-
bentukan lembagayang idependen, pengawasan keu-
angan oleh BPK, pengawasan pemerintahan oleh
DPR, pembuatan peraturan perundang-undangan,
dan adanyalL SM-L SM yang bergerak di bidang anti-
korupsi masih belum menunjukkan hasil yang meng-
gembirakan. Untuk itu perlu diimbangi dengan lang-
kah alternatif pencegahan melalui sekolah sebagai
gerakan budaya antikorupsi. PAK di sekolah meru-
pakan pendekatan yang relatif efisien dalam hal pen-

danaan, namun sulit diharapkan hasilnyadalam waktu
yang singkat. Akan tetapi apabila pendekatan dengan
menggunakan jalur pendidikanini berhasil, berimpli-
kasi dalam jangkapanjang (Supardan, 2009:115). Ke-
tikamasyarakat menganggap bahwakorupsi sebagai
aib, mereka akan banyak berperan dalam menekan
tingkat korupsi.

Daam menanggapi model PAK di sekolah, khu-
susnya pada jenjang SMP belum ada kesepakatan.
Adaduamodel yang masih menjadi perdebatan yakni
inklusif dan eksklusif. Masing-masing model mempu-
nyai kelebihan dan kekurangan, namun saat ini yang
mempunyai peluang adalah model inklusif. Melalui
model inklusif memberikan kemudahan bagi siswa
karenatopik korupsi akan dikgji dari sudut pandang
berbagai mata pelgjaran. Siswa akan memperoleh
pengalaman yang lebih komprehensif sekaligusmem-
berikan wahana menyel esaikan masal ah dari berba-
gai perspektif disiplinilmu. Misalnya, matapel gjaran
PKn akan mengkaji korupsi dari prespektif hukum
positif dan moral, Agamaakan melihat dari sisi hu-
kum-hukum agama, sementara mata pelgjaran |PS
akan melihat dari sisi dampak sosial. Padamata pel-
gjaran bahasaakan memandang dari sisi sastra, misal-
nya membuat esai tentang korupsi, membuat surat
kepadakoruptor, puis tentang korupsi dan antikorup-
si. Mata pelgjaran Seni dan Budaya dapat dijadikan
sebagai bahan untuk menciptakan karyaseni dengan
tema seputar korupsi dan antikorupsi, misalnya de-
ngan membuat karikatur. Mata pelgjaran 1PA dapat
melakukan kegiatan yang berbasis padanilai kejujur-
an, misalnyapraktikum di laboratorium. Jikahendak
mengintegrasikan PAK melalui matapelgjaranterten-
tu hal penting yang harus dipersiapkan adalah me-
ngembangkan RPP.

RPPPAK dalam PKnjenjang SMPyang dikem-
bangkan guru kurang mampu mewujudkan tiga di-
mensi kompetensi PKn yakni civic knowledge, skill,
dan dispositio/virtue, khususnya berkaitan dengan
korupsi dan antikorupsi. Tujuan kognitif dan af ektif
masi h dalam tingkatan rendah (C1 dan C2), yang di-
dominasi informasi verba dan penerimaan sertaparti-
sipasi sgja. Merujuk padateori hasil belgjar Gagne
(1988:54-60) tujuan pembel gjaran yang dikembang-
kan guru menekankan intelektual skill padajenjang
discrimination, concrete concept, dan rule using,
tetapi belum sampai problem solving. Anderson
(1985:17) memberinya istilah “ declarative knowl-
edge”’ sehinggalebih banyak bernuansa mengetahui
informasi “apa, kapan, dimana, dan siapa’, belum
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mencapai padatataran “ mengapa, bilamana, dan se-
andainya’. Dalam pandangan K omalasari dan Budi-
mansyah (2008:93) untuk mencapai tujuan PKn jen-
jang SMP diperlukan keseimbangan ranah kognitif,
afektif, dan psikomotor. Tujuan kognitif haruslebih
banyak penerapan, analisis-sintesis bahkan sampai
kreativitas sesuai dengan perkembangan intel ektual
siswa SMP, bukan hanya pada pengetahuan dan
pemahaman. Penelitian ini jugamenemukan bahwa
tidak ada guru PKn yang secara khusus mengem-
bangkan materi/bahan gjar/bahan bacaan siswaber-
kaitan dengan topik korups dan antikorups yang die-
laborasi dari berbagai sumber.

Ceramah, tanyajawab, diskusi, dan penugasan
menjadi pilihan yang pertamadan utamadalam PAK
melalui pembelajaran PKn. Meskipun ada yang
menggunakan model pembelgjaran kooperatif tipe
Jigsaw, namun masi h kurang tepat secarakonseptual
dalam menuliskan langkah-langkah maupun dalam
praktiknya. Tanyajawab, diskusi, dan penugasan le-
bih banyak mengerjakan LK S dibandingkan dengan
mel akukan aktivitas konstruktif untuk menggali pe-
ngetahuan atau menguji berbagai hipotesis. Padahal
aktivitasyang demikian sangat penting dalam rangka
memberikan pengalaman nyata kehidupan kemasya
rakatan dalam koridor psikopedagogis-konstruktif
(Budimansyah, 2008:190), sementaraKerr (1999:15
16) menyebut sebagai ... involves student learning
by doing, throught active, partisipative experi-
ences in the school or in local community and
beyond. Aktivitas guru dan siswadalam PAK melalui
pembelgjaran PKn terdapat persamaan di semuase-
kolah khususnya pada kegiatan pembuka dan penu-
tup. Kegiatan pembukasdalu diawali dengan absens,
kebersihan kelas, mengecek persiapan siswa untuk
belgjar, dan menyampaikan kompetensi yang hendak
dicapai. Beberapa guru PKn memberikan apersepsi
dengan menyampaikan pertanyaan. Tidak satu pun
guru PKn menyampaikan cerita pendek yang berisi-
kan pesan-pesan moral yang terkait dengan materi,
memberikan ilustrasi gambar, membacakan puisi,
konflik dalam suatu peristiwa, stimulus atau kegiatan
refleksi lain dalam kegiatan awal. Stimulus dalam
kegiatan awal penting dalam pembel gjaran PKn untuk
membangkitkan afektif siswadan sebagai prakondisi
refleks siswaakan nilai-nilai yang dapat diambil pela
jarandari materi yang sedang dipelgjari. Dalam kegi-
atan penutup selalu diakhiri dengan membuat kesim-
pulan yang difasilitasi guru dan memberikan tugas
yang harus dikerjakan siswa. Belum ada guru yang

meminta siswa untuk melakukan refleksi dengan
memberikan pertanyaan yang bersifat menggali nilai
atau untuk mengetahui lebih lanjut.

Teknik asesmen yang digunakan dalam PAK
melalui pembelgjaran PKn di semua sekolah menggu-
nakan tes tulis dalam bentuk subjektif. Hanya dua
sekolah yang menggunakan non tes yakni produk/
proyek dan performance, namun tidak dilengkapi de-
ngan rubrik yang memadai sehingga ada kecende-
rungan unsur subjektivitasguru lebih menonjol. Tidak
satupun guru PKn yang mengembangkan teknik self
maupun peer asesmen. Sebenarnya guru PKn tahu
tentang self maupun peer asesmen, tetapi masih
mengalami kebingungan dalam membuat dan mene-
rapkan pada SK dan KD mana sgja yang cocok.
Penilaian diri adalah suatu teknik di manasiswadi-
mintauntuk menilai diri sendiri berkaitan dengan sta-
tus, proses, sikap, pandangan, dan tingkat pencapaian
kompetensi yang dipelgjari (Rusijono, et al, 2010).
Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif
terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Ke-
untungan penggunaan penilaian diri dapat menumbuh-
kan rasapercayadiri pesertadidik, menyadari kekuat-
an dan kelemahan dirinya, dapat mendorong, membi-
asakan, dan melatih pesertadidik untuk berbuat jujur.

Kongtruks siswatentang korupsi dan antikorup-
s dipengaruhi guru, mediamassa, daninternet. Guru
mempunyai peran sebagai agen untuk memengaruhi
pandangan siswa tentang korupsi dan antikorupsi.
Dalam konteks PAK sebagai penguat karakter siswa,
teladan kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan
petugas kebersihan merupakan sal ah satu aspek pen-
ting, sebagai mana pandangan yang dikemukakan Ki
Hajar Dewantoro yaitu ing ngarso sung tulodho
(di depan memberikan contoh). Lickona (1991: 76)
memberikan istilah keteladanan sebagai “value are
cought”, artinyanilai-nilai yang dilakukan anak pada
dasarnya berasal dari (contoh) guru atau orang tua-
nya. Oleh karena itu, PAK di sekolah tidak cukup
dengan membekali dengan seperangkat teori, tetapi
lebih dari itu, bagaimana guru dapat menjadi idola
perilaku bagi siswa. Dalam rangkamembina karakter
siswaguru harus menampilkan seorang yang berka-
rakter terlebih dahulu. Jangan berharap siswa dapat
berkarakter jika guru tidak menampilkan perilaku
yang berkarakter pula.

Pengaruh mediamassadan internet turut mem-
berikan andil dalam konstruksi siswatentang korupsi.
Indikator yang nampak bahwa siswa lebih paham
padakasus-kasus korupsi yang dimuat di koran dan
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di internet maupun dalam tayangantelevis dibanding-
kan yang terjadi di daerah namun tidak diberitakan
di media massa dan elektronik. Gejalaini harus di-
tangkap guru PKn agar dapat memanfaatkan sum-
ber belgjar di luar buku teks maupun LK S. Pemanfa-
atan lingkungan dan media massa harus dilakukan
secara selektif agar tidak menimbulkan salah tafsir
maupun antipati sikap siswakepada pemerintah. Hal
ini karenaseringkali tayangan di mediamassatidak
dilakukan pengontrolan untuk siapa pemirsa atau
pembaca. Semuaisi dan tayangan disuguhkan secara
terbuka ke hadapan siswa secara langsung. Untuk
itu peran guru sebagai penengah dan memberikan
arahan yang lebih bijaksana sangat dibutuhkan agar
tidak menimbulkan sikap frustasi, antipati, pesmisme
terhadap usaha yang dilakukan pemerintah dalam
pemberantasan korupsi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwaDe-
sain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun
2010-2025, dengan menempatkan media massadan
elektronik sebagai salah satu sasaran dalam pemba-
ngunan karakter bangsa sudah tepat. Hal ini karena
media massa merupakan sebuah fungsi dan sistem
yang memberi pengaruh sangat signifikan terhadap
publik, khususnyaterkait dengan pembentukan nilai-
nilai kehidupan, sikap, perilaku, dan kepribadian (De-
sain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun
2010-2025), termasuk didalamnyanilai-nilai antiko-
rupsi. Interventif terhadap mediamassadan el ektro-
nik menjadi sangat penting di tengah kemajuan tekno-
logi informasi dan komunikasi. Beberapakonten da-
lam media massa seringkali tidak mampu disensor
sehingga sulit untuk melakukan kontrol kesesuaian
acara dengan kepentingan siswa. Peristiwa anarkis,
kekerasan, penghujatan, kebencian, dan lain-lain se-
ringkali hadir dalam pandangan siswa secara
langsung. Pendampingan dari orang tuayang diper-
kuat dengan arahan dari guru menjadi amat penting
agar siswadapat mengambil manfaat dari tayangan
tersebut.

PAK melalui pembelgjaran PKn yang didukung
oleh pengintegrasian nilai-nilainyake dalam berbagai
mata pelgjaran belumlah cukup. Masih diperlukan
habituasi yang dapat dikemas dalam bentuk budaya
sekolah. Bentuk-bentuk budaya sekolah antaralain
kantin kejujuran, larangan menyontek, pengadaan
kaskelas, kedisiplinan, tanggung jawab, danlain-lain.

Keberadaan kantin kejujuran secara substansi
memberikan kontribus daam pembentukan polapikir,
sikap, dan perilaku antikorupsi. Temuan menarik dari

praktik kantin kejujuranini adalah: (1) kantin kejujur-
anyang berhasi| dengan indikator adanyakeuntungan
dari tahun 2009-2011 berlokas di kotakecil, sementa
rakantin yang kurang berhasil berada di kota besar.
Keberhasilan kantin kejujuran disebabkan sistem
pengelolaan, sosialisasi sekolah, dan dukungan orang
tua. Khususdi SMPN B, keberhasilan kantin kejujur-
an karenadidukung oleh budayaantimenyontek yang
sudah adajauh sebelum adakantin kejujuran. Budaya
semacam ini secararutin dihabituasikan secaraturun-
temurun dari kakak-kakak kelas kepada adik-adik-
nya. Di SMPN C dengan menggunakan sistem terbu-
ka penuh jugamendapatkan keuntungan selama peri-
ode Desember 2009 sampai dengan Juli 2011. Keber-
hasilan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Fak-
tor internal antaralain: (1) sosialisasi yang terus me-
nerus, jikaadakerugian padahari tertentu makapada
saat doa bersama diumumkan bahwadi kantin keju-
juran ada kehilangan barang dan mohon siswamen-
doakan agar yang berbuat tidak jujur segera diberi
keinsyafan, dan (2) keberadaan kantin kejujuran bagi
siswaSMPN C menjadi kebanggaan dimanifestasi-
kan dengan menceritakan kepada teman-temannya
yang berbeda sekolah. Sedangkan faktor eksternal
antara lain: (1) adanya dukungan dari orang tua.
Orang tua sangat mewanti-wanti (menasehati de-
ngan ditekankan) jangan sekali-kali tidak membayar
atau curang pada saat membeli di kantin kejujuran,
dan (2) lokasi sekolah yang adadi ibukotakecamatan
dan lingkungan yang agamisdiprediksi memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan kantin
kejujuran di SMPN C.

Kerugian kantin kejujuran di SMPN A dan
SMPN D karena siswa tidak membayar sesuai de-
ngan ketentuan dan kurangnyadalam sosidisas kepa:
da orang tua. Siswa yang tidak membayar bukan
semata-matatidak mempunyai uang tetapi lebih ba-
nyak dipengaruhi olehtemannyasebagai bentuk soli-
daritas. Tidak jarang siswajustru saling menutupi keti-
ka ada teman yang secara sengagja tidak membayar.
Temuanini memperkuat hasil penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Erikson (1963); Garbarino dan
Brofenbrener (1967); dan Kohlberg dan Lickona
(1976). Dalam penelitian yang dilakukan Erikson
(1963) bahwaanak usia12-15 tahun pada masaado-
lescence: Identity vs Role Confusion (mencari
identitas diri vs salah peran/kebingungan), di mana
tidak membayar di kantin kejujuran merupakan ben-
tuk mencarian identitas diri yang negatif sehingga
dengan mudah dipengaruhi teman sgjawat untuk me-
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lakukan hal-hal yang negatif. Sementaradalam pan-
dangan Garbarino dan Brofenbrener (1967) bahwa
anak pada usia 8-14 tahun merupakan tahap peer-
oriented morality (memenuhi harapan lingkungan).
Padafaseini, lingkungan sebayamulai memberikan
pengaruh padaanak sehinggatindakannyaakan me-
nyesuikan dengan teman sebaya agar dapat diterima
dalam kelompok. Demikian juga dalam pandangan
K ohlberg dan Lickona (1976) bahwaanak-anak pada
usia12-15 tahun masuk dalam tingkatan kedua (Con-
ventional) pada Sage Three, yakni Interpersonal
accord and conformity (Social horms) (The good
boy/good girl attitude). Tahap penyesuaian dengan
kelompok atau orientasi untuk menjadi “anak manis’.
Selanjutnya, terjadi sebuah proses perkembangan ke
arah sosidlitas dan moralitas kelompok. K esadaran
dan kepedulian atas kelompok akrab, serta tercipta
sebuah penilaian akan dirinya dihadapan kel ompok.
Siswayang membayar dan tidak membayar di kantin
kejujuran bisajadi mendapatkan pengaruh dari teman
sebaya (peer group). Dalam satu kelompok ada sis-
wa yang tidak membayar dan mengajak teman-te-
mannya, jikatidak mau akan “dicap” sebagai anak
yang penakut, tidak mempunyai solidaritasterhadap
kelompok. Pola-polasemacam ini terjadi padamasa:
masa usia 12-15 tahun.

Untuk itu, model kantin kejujuran akanlebih baik
jika diawali dengan model induktif, yakni dengan
membuat kantin-kantin di setiap kelas, dengan nama
“pojok kejujujuran”, artinyasetiap kelasakan mempu-
nyai satu kantin kejujuran yang menjadi tanggung ja-
wab kelas yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan
untuk menghabituasikan tingkah laku jujur, tanggung
jawab, dan disiplin dalam lingkup yang kecil terlebih
dahulu. Jika kantin kejujuran di tingkat kelas sudah
berjalan dengan baik baru ditingkatkan ke areayang
lebih luasyakni tingkat sekolah. Kantin kejujuran di
tingkat kel as bertujuan untuk mempersiapkan mental
siswamenuju ke kantin kejujuran tingkat sekolah.

Budayalain yang layak untuk dikembangkan se-
bagai pendukung PAK di sekolah adalah gerakan
antimenyontek. K eberhasilan budaya menyontek di
SMPN B karenaadanyakonsistensi dalam menerap-
kan yang dilakukan guru. Meskipun menyontek bukan-
lah korups sebagaimanadiatur dalam undang-undang,
namun sebenarnya dalam arti yang lebih luas dapat
dikategorikan sebagai “korupsi” yakni berbuat cu-
rang, tidak jujur, dan manipulatif. Menghabituasikan
budaya antimenyontek secaraterus menerus, berjen-
jang pada semua tingkatan pendidikan merupakan

usahadalam rangkamenguatkan pendidikan karakter
di sekolah mutlak diperlukan.

Penerapan kedisiplinan jugamerupakan bentuk
budayayang mendukung PAK di sekolah. Kedisiplin-
an dalam arti yang luas bukan hanya ketepatan waktu
masuk dan pulang jam sekolah, namun dalam dimensi
yang lebih luastermasuk didalamnyaketepatan me-
ngumpulkan tugas dalam berbagai mata pelgjaran,
menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan ke-
tentuan, penggunaan peral atan labaratorium, dan lain-
lain. Beberapavarias penerapan kedisiplinan di seko-
lah yang menjadi lokasi penelitianini dapat dijadikan
sebagai model. Di SMPN F, pel aksanaan kedisiplin-
anlangsung di bawah kendali kepalasekolah. Diawali
dengan membuat kebijakan tiga budaya yang akan
dikembangkan yaitu: (1) disiplin tanpadiawasi, (2)
bekerjatanpadiperintah, dan (3) tanggung jawab tan-
padiminta. Wujud komitmen kepala sekolah untuk
membudayakan kedisi plinan dengan caraterjun lang-
sung memberikan contoh kepada siswa, guru, staf
administrasi, dan petugas kebersihan. Misalnya, da-
tang tepat waktu, memberitahu kepadawakil kepala
sekolah jika ada keperluan pada saat jam sekolah,
maupun padawaktu tertentu mengadakan supervisi
di kelastanpamengurangi otoritasguru di kelas. Cara
mendisiplinkan wargasekolah yang adadi SMPN D
bisajugadijadikan model. Kepalasekolah SMPN D
menyadari bahwa kantin kejujuran kurang berhasil
maka langkah yang diambil diawali dengan cara
membuat komitmen untuk meningkatkan kejujuran
melalui disiplindiri. Pengembangan 7 (tujuh) budaya,
yaitu: (1) malu datang terlambat/pulang cepat, (2)
malu melihat rekan sibuk melakukan aktivitas, (3)
malu melanggar peraturan, (4) malu berbuat salah,
(5) malu bekerjatidak berprestasi, (6) malu tugasti-
dak selesai tepat waktu, dan (7) malu tidak berperan
dalam mewujudkan kebersihan kantor/sekolah. Di
SMPN D, dikembangkan budayamengakui jikame-
langgar tatatertib. Padatahap awal yang dikembang-
kan tentang disiplin diri siswa. Jika ada siswayang
datang terlambat atau tidak memakai atribut dan ke-
lengkapan seragam sekol ah secara sadar menghadap
ke guru piket dan mengakui atau menunjukkan jenis
pelanggarannya. Jika secara jujur mengakui maka
akan mendapatkan keringanan dengan syarat pelang-
garannya kurang dari tiga kali. Namun jika tidak
mengakui dan diketahui guru piket makan akan men-
dapatkan hukuman lima poin pelanggaran di buku
pribadi siswa. Usaha yang dilakukan SMPN D ber-
hasil dengan meningkatkan kesadaran siswa untuk
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mentaati tatatertib sekolah, dengan sukarelamene-
mui guru piket jikamerasamelakukan pelanggaran.

Kas kelas merupakan bentuk budaya yang di-
kembangkan di semua sekolah yang menjadi lokasi
pendlitianini. Budayaini merupakan aang untuk pe-
ngel olaan anggaran dalam lingkungan yang paling ke-
cil di sekolah. Kaskelasberasal dari, oleh, dan untuk
wargakelasdi bawah bimbingan wali kelas. Penggu-
naan anggaran di pertanggungjawabkan secaraterbu-
kasetiap akhir bulan, sehinggadiketahui peruntukan
dan saldo setigp bulan. K eberadaan kaskelasmembe-
rikan lahan bagi siswauntuk melatih diri mengelola
anggaran secaramandiri, tanggung jawab, dan meng-
gunakan sesuai dengan keputusan bersama. Meski-
pun sederhana budaya semacam ini akan memberi-
kan latihan secara praktis kepada siswa.

M enempatkan kejujuran sebagai habituasi pokok
dalam PAK di sekolah yang kemudian dijabarkan ke
dalam berbagai aktivitaskurikuler, kokurikuler, dan
ekstrakurikuler merupakan bentuk yang sangat tepat.
Hal ini karena tujuan utama PAK di sekolah tidak
dikonstruksi mampu melacak dan berani melaporkan
kasus-kasuskorups, tetapi lebih diarahkan padapem-
bentukan pola pikir, sikap, kesadaran, dan perilaku
nilai-nilai antikorups seperti kejujuran, disiplin, tang-
gung jawab, terbuka, dapat dipercaya, danlain-lain.
Hal ini sesuai dengan pandangan Lickona (1991:13-
18), jika penjiplakan/ketidakjujuran (cheating) dan
semakin rendah tanggung jawab individu sebagai
warga negara (increasing self-centeredness and
declining civic resposibility) terjadi kalangan gene-
rasi muda maka hal itu merupakan tanda-tanda ke-
hancuran suatu bangsa. Sementara Megawangi
(2004:95) menambahkan pentingnyakejujuran/ama:
nah (honesty) dalam pengembangan karakter; yang
diperkuat pendapat Brooksdan Goble (1997:112-117)
fokus pendidikan karakter diarahkan padanila “dapat
dipercaya (trustworthy), meliputi sifat jujur (hones-
ty) dan integritas (integrity), memperlakukan orang
lain dengan hormat (treats people with respect), dan
bertanggung jawab (responsibility)”. Hal ini me-
nunjukkan bahwakejujuran merupakan modal utama
dalam dalam pendidikan karakter di sekolah karena
akan memberikanimplikas padapengembangan nilai-
nilai karakter yanglain.

Hasil penelitian yang dilakukan Mat Min (2009)
di Maaysia, bahwabudaya sekolah seperti kejujuran,
kedisiplinan, tanggung jawab, dan hormat-menghor-
mati memberikan kontribusi dalam perilaku dan ke-
berhasilan siswa dalam belgjar. Hasil penelitian ini

membuktikan bahwaPAK yang dihabituasikan mela
lui budayasekolah menjadi komponen penting dalam
pembentukan karakter siswa.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pemba-
hasan, simpulan yang dapat disampaikan adalah: (1)
konstruksi guru PKn tentang korupsi di Indonesia
sudah sampai pada tahap yang membahayakan se-
hingga upaya penegakkan hukum belumlah cukup,
tetapi harusdiimbangi dengan PAK yang dimasukkan
dalam kurikulum sekolah secara tertintegrasi atau
inklusif sebagai bentuk gerakan sosiokultural-pedago-
gik, (2) konstruks guru tentang korupsi dan antikorup-
si memberikan andil yang besar kepada konstruksi
siswa terhadap korupsi, di samping pengaruh dari
mediamassadan elektronik, (3) perangkat pembela-
jaran PAK melalui mata pelgjaran PKn yang dikem-
bangkan guru masih kurang mampu mewujudkantiga
dimensi kompetensi PKn, (4) PAK melalui pembela-
jaran PKn maupun berbagai mata pelgjaran belumlah
cukup, masih diperlukan habituasi yang dapat dikemas
daam bentuk budaya sekolah, melalui kantin kejujur-
an, larangan menyontek, pengadaan kaskel as, kedisi-
plinan, dan tanggung jawab, (5) PAK di sekolah me-
lalui mata pelajaran PKn sebagai inti, pendorong,
penggerak, dan ujung tombak yang diarahkan pada
dampak instruksional dan pengiring, sedangkan mata
pelajaran lain, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya
sekolah diarahkan kepada dampak pengiring saja.

SARAN

Berdasarkan atas hasil penelitian, pembahasan
dan simpulan, saran yang diusulkan sebagai berikut.
(1) Pentingnya pemahaman guru PKn secara kom-
prehensif tentang konseptual -teoritis, praktistentang
korupsi dan antikkorupsi secara mendalam dengan
memanfaatkan dan mengelaborasi berbagai sumber.
Di samping sebagai bentuk penguatan profesionalis-
me profesi jugadapat digunakan untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif baik dari sisi penge-
tahuan, keteguhan, kemampuan hidup, kecakapan,
kepedulian, watak, dan perilaku antikorupsi kepada
siswa sebagai warganegara muda yang kelak akan
menjadi tulang punggung kelanjutan perjalanan bang-
saini akan pentingyabahasakorupsi. (2) Nilai-nilai
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PAK seperti kejujuran, larangan menyontek, penga-
daan kaskelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang
dihabituasikan ke dalam berbagai aktivitasdi sekolah
penting untuk disosialisasikan kepada orang tuaagar
mendapatkan dukungan, sehingga ada sinkronisasi
dan saling memberikan penguatan antaraafektif yang
dihabituasikan di sekolah dengan di rumah. (3) Kepa
dapemerintah atau lembagayang diberi kewenangan
untuk mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan
perlu memiliki kemauan yang kuat untuk melaksana
kan dan menyebarluaskan PAK di sekolah. Penginte-
grasian PAK ke dalam kurikulum sekolah formal de-
ngan menggunakan pendekatan inklusif yang dilaku-
kan secara cermat mulai saat perencanaan, pelaksa
naan, dan evaluasi. (4) Para kepala sekolah untuk
konsi sten dan kontinyu mengembangkan budayase-
kolah seperti kejujuran, larangan menyontek, penga
daan kaskelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dan
lain-lain ke dalam kehidupan sekol ah.
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